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PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR PEZLAYANAN TERPADU SATU FINTU

KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGALU

bchwa  penyelenggaraan pelayanan yang diberikan oleh aparatur
pemerinian kepada masyarakat merupakan suatu kewagjiban dan
perlu semakin ditingkatkan bagi dari seai kaulitas maupun kuantitas;

bahwa  dalam upaya peningkatan efekiivitas penyelenggaraan
pelayancn kepada masyarakat perlu disusun dan ditata mekanisme
dan prosedur penyelenggaraan peloyanan terpadu satu pintu, sesuai
Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor 24 Tahun 2006 teniang
Pedoman Pervelenggoraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

bahwa untuk maksud diatas, perlu dibentuk Kantor Pelayanan Terpadu

Satu Pintu di  Kabupaten Sanggau dalam suatu Peraturan Daerah
Kabupaten Sanggau.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat Il di Xalimantan (Lembaran Negara Republik Inconesia Tahun
1953 Nomor ? } sebagoi Undang-Undong [Lembaran Negara Republik
Indonesic Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820 J;

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1974 tentang Pokok-Fokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomcr 1469, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3890 );

Undang-Undang Nomor 1 Tohun 2004 tentang Perbendoharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesiaa Tahun 2084 Nomor 5,
Tambahan Lembcran Negara Republik Indonesia 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Perafuran Perundang-undangon  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2004, Nomar 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);
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Menetapkan

Undang~Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 4437);

Undang~Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran MNagar Republik Indonesia Tahun 2004 Ncmor 126,
Tambahan Lembarcon Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah Propinsi sebagal Daerah Otonom  (Lembaran Negcara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Llembaran
Negarca Republik Indonesia 3952);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tanhun 2003 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah {Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambghan Lembargn Negara
Republik Indonesia Nomor 4262 );

Peraturan Pemerintan Republik Indeonesia Nomor 9 tahun 2003 tentang
Wewenang FPengangkaftan, Pemindahan  dan Pemberhentian
Pegawai negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 15, Tambaohan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomc:
4263); )

10, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Monimail  [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

. Pergturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tohun 2006 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

12. Keputusan  Menteri  Pendayagunacn  Aparatur Negara  Nomor

43/KEP/M. PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan
Pelayanan Publik: .

13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/

25/M.PAN/2/20C4  tentang Pedoman Umum  Penyusunan  Indeks
Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan instansi Pemerintah;

14. Peraturan Daerah Kabupalen Sanggau Nomor 11 Tahun 2000 teniang

Kewenangan Kabupaten Sanggau sebagai Daerah Gtonom:

15. Peraturan Daeran Kabupaten Sanggau Nomor 11 Tahun 2004 tentang

Pokok-pokok Pengelclaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

dan
BUPATI SANGGALU

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SANGGAU.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengaon :
a. Daerch adaleh Kabupaten Sanggau.




b.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perongkat Dasrah sebagai unsure penyelenggara

~ Pemerintah Daerah;

oo

.

Upati adalak Bupati Sanggau;
Sekretariat Daerah adalah Unsur Pembaniu Pimpinan Pemeriniah  Daerah Kabupaten
Sanggau;
Sekretaris Daerah adalah Sekretfaris Daerah Kabupaten Sanggau;

Kanfor Pelayanan Terpadu Satu Piniu adalah Perangkat Pemerintan Daerah yang memiliki
tugas pckok dan fungsi mengeiola semua bentuk pelayanan perzinan dan non perizinan di
Kabupaten Sanggau dengan system satu pintu;
lzin adaleh dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan
daerah atau peraturan lainnya yang maorupakan bukti legalitas, manyatakan sah atau
diperbalahkanya seseorang atau badan nukum atau lembaga untuk melakukan usaha
atau kegiatan tertentu;

Perizinan adalah pemberian iegalias kepada seseorang atou pelaku usaha/kegiatan
tertentu, baik dalam bentuk izin maupen landa dafter usahag;

Desentralisasi adalah peyerahan wewcnang pemerintahan oleh Pemerintah kepada
Deeran Otonom wuntuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia;
Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa
dar Pemerintah Propinsi kepada kabupaten/kota dan/atau Desc  serta dari pemerintah
kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas-tugas fertentu;

Otonomi Doerah adalah Hak, kewenangan, dan kewaqjiban Daerah Ofonom uniuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan  kepentingan masyarakat
setempat sesvai dengan perajuran perundang-undangan:; '

Eselon aaalah Tingkatan dalam Jabatan Struktural;

Kelompok Jabatan fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung
jaowab dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil daiom satuan-satuan organisasi yang
daiam peiaksanaan tugasnyo didasarkan pada keahlian dan atau keterampitan tertentu
serta bersifat mandiri.

BAD 4
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kanlor Pelayanan Terpodu Saiu Pintu Kabupaten
Sanggau.

(V)

(2)

BAB (I
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

Susunan Organisasi Kontor Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdirn dart -

a. Kepala, membawahi sebanyak-banyaknya 3 (tiga) seksi dan | [satu) Sub bagian Tata
Usaha;

Sub Bagian Tata Usaha;

Seksi - Seksi; dan

Jabatan Fungsionaol,

aogo

Sub Bagian Tata Usaha, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
nada pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, jumtahnya ditenfukan berdasrkan analisis beban
kerja dan peraturan yang berlaku;

Strukiur organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.
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- BABR IV
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4

{1) Kantor Pelayanan Terpadu Safu Pintu merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah.,
dipimpin oleh seorang kepala kantor;

{2} Kepcla Kantor dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daeran:

Pasal 5
Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan
Daerah ini, mempunyai tugas mengelola semua bentuk pelayanan perzinan dan non perizinan,
serta melaksanakan tugas pembantuan dengan sistem satu pintu.

Pasal &

Untuk menyelenggarakan fugas sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini, Kantor
Pelayancn Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi ; ]

a. Perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
b. Penyelenggaraan perizinan cibidang perizinan dan non perizinan;
c. Pelaksaonaon pelayanan informasi dibidang perizinan dan non perizinan;
d. Penyelenggaraan urusan rumaoh fangga kantor;
e. Penanganan terhadap pengaduan masyarakai;
f. Pelaksancan tugos lain yang diberikan coleh Bupatli sesual dengarn tugas dan
kewenangannya.
BAB V
PEMBINAAN DAM PENGAWASAN
Fasal 7
[T} Pembinacn atas penyelenggarcan pelayanan terpadu satu pintu dilckukan secara
berjenjocng dan berkesinambungan cleh Bupati sesuai dengan kewenangannya, dalam
rangka meningkatkan dan memperlahankan mutu pelayanan perizinan dan nen perizinan;
{2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengembangan system,
sumber daya manusia, dan jaringan kerja sesual kebutuhan daerah, yang dilaksanakan
melalui :
a. Keordinasi secara berkala;
B. Pemberian bimbingan, supervisi dan konsulfasi;
<. Fendidikan, pelalihan dan pemagangan;
d. Perencancaan, penelifian, pengembangan., pemantavan dan evaoluasi  terhadap

penvelenggarcan pelayanan terpadu.

Pasal 8

Pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pelayanan terpodu satu pintu dilakukan oleh
aparat pengawas fungsional, sesual dengan tugas dan kewenangannya.

Pasal ¢

Pengawasan atas penyelenggoraan pelayaonan lerpadu salu pinlu secara  keseluruhan
ditakukan oleh Bupati sesugi dengan tfingkat urusan pemerintahan, melalui mekanisme
koordinasi, infegrasi dan sinkronisasi.
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TATA KERJA
Pasal 10

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian don Kepala Seksi wajib
menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi,

(2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pinfu
bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan baowahannya masing-masing dan
memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 11
{1} Setiap Pimpinan dalam Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk

dadn berfanggung jawab kepada atasannya dan menyampagaikan lapeoran berkala pada
waktunya.

(2) Setiap lgparan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawaharnya wajib
diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lgporan teiih lanjut dan untuk
membenkan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 12
Dalam hal Kepala kantor berhalangan, tugas-tugasnya dilakukan cleh Kepala Sub Bagian atau
Kepala Seksi yang ditunjuk oleh Bupati dengan memperhatikan daftar urut kepangkatan.
BAB VII
ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 13

(1) Kepalo Kanter adoioh jabatan eselon lila.

{2) Kepolo Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi adalah Jabatan eseton V..

Pasal 14

(1) Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupatll dari Pegawai Negeri Sipil yang
memenuhi syarat;

(2) Pejabat Eselon IV dilingkungan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat diangkat dan
diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpchan kewenangan ofeh Bupati.

{3) Pengangkatan Pejanat Eselon Il dan IV dilingkungan Kanter Pelayanan Terpadu Satu #'niy,
mempertimbangkan syorat dan kompetensi jabatan yana telah ditetapkan berdasarkan
hasil analisis jabatan dan peraturan yang berlaku.

BAB Vil
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan sebagal ckibatl dikeluarkannya Peraturan Daerah  ini,
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
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= - KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14
Peraturan pelcksanaan dari Peraturan Daerah ini yang bersifat teknis administratif diatur
kermmudian dengan Peraturan Bupati.
BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasatl 17

(1} Dengan berlakunya Peraturan Doerah ini, maka segala peraturan yang berentangan
dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

{2} Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pinlu yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini,
harus sudah efektif melaksanakan tugas dan fungsinya paliing lambat 1 {satu) tahun seielagh
berlakunva Peraturan Daerah ini.

BAD X!
PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlcku padao tanggal diundangkan.

Agar setian orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditelapkan di  : Sanggau
Pada tanggal : 24 Agustus 2007
BUPATI SANGGAL,
D
YANSEN AKUN EFFENDY
Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 28 Agusius 2007

Sekretgris Daerah
Kabupatgn Sanggau,

e

Drs. F. Andeng Suseno, MSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2007 NOMOR 8
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PERJELASAN ATAS

= ~ RANCANGARN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGALU

NOMOR TAHUN 2007
TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SANGGAU

PENJELASAN UMUM

Dengan telah dikeluarkannya Undang-undang Nomcor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Dgaerah, dan Peraturan Pemerintah
Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai
Daerah Otonom, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2004 fentang
Pedoman Penyelenggaracn Pelayanan Terpadu Satu Pintu,  terfadi perubohan yang
mendasar atas penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunon dan Pelayanan kepada
masyarakat yang menghendoki Aparatur Pemerintah lebih  terbuka, damokratis,
fransparan dan ferpercaya.

Untuk dapai melaksanckon lugas-tugas yang semakin meningkat sesuai dengan
perkembangan daon kemajuaon dewasa ini, serte meningkatnya kebutuhan peilayanan
masyarakat dan sehubungar dengan diserahkannya kewenangan kepada doerah yang
lebih luas dalam usaha mewujudkan Otonomi pada daerah Kabupaten Sanggau sesudi
dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004
serta Peraturan Menteri Dolam Negeri Nomor 24 Tahun 2006, maka perlu penataan
terhadap Kelembagaan dan  Susunan Crganisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal | dan seterusnya sampai gengan Pasal 15 cukup jelas.

Pasal 16
Yang dimaksud dengan teknis administratif adalah upaya yang dilakukan sebagal
bagian dar pelaksanaan penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerjg Kantor
Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui Peraturan Bupati.

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas
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